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PENUTUP

5.1 Keslmpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilskukan dapat diperoleh
bebernpa Kesimpulan dari penelition Analisis Akuntabilitas dan Transparansi
Pengelolaan Kevangan Pada Industri Pariwisata Di Yogyakarta (Studi Kosus; Objek
Wisata Potorno Edupark Desa Salakan, Kecamaton Banguniapan, Kabupaten Bantul
Daoerah Istimewa Yogyakarta, sebagmtuﬁm

1. Tingkat Akuntabilitas dalam Fase Pengembangan
Aluntubilites keusngan di Potorono  Edupark. masih dalam  tahap

pengembangan, sebagaimana ditmgkapkan oleh Bapak Nur Basuki, Mas Habib,
dan Bapak Sutardi, Pengelols mencatnt trumsaksi harian secars manual dan
nﬁgmsun laporan bufanan datam Mlcmsnﬁ'ﬁmﬁ,mhpﬂmn imi bersifat
m hanya mencakup pemasukan dan pmgﬂ;mm hq.'q:n memenuhi
Standar Akuntansi Keuangan Entitss Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
Kﬁhﬂm format pelaporan resmi dan minimaya kompetensi Si]ﬁ!l.:lﬂmarm
menghambat  kemampuan  untuk  menghasilkan  laporan yang dapat
ﬁmﬂwuhkﬂ.n secara eksphisit, Pencatotn manual memngkatkan
ristke kesalahan, seperti ketidaksesusian dats, yang mengurangi keandalan
lpporun. Meskipun demikian, komitwen pencatstan harion don peleporan
bulanan mencerminkan upays awal menuju skuntabilitss, sejalan dengan
definisi okuntabilitss menunt  Mardigsmo  (2021)  yang  mencakup
pertanggungjawaban, kepatuhan. transparansi, dun pengawasan,

2. Transparans| Internal yang Kuat, ﬂlmm secara Eksternal

Transparansi keuangan di Potorono ‘Edupark sangut baik dalam linghup
internal. Informasi pemasukan dan pengeluaran bulanan disampaikan secara
terbuka kepada ketua pengelola, pemenntah desa. dan masyarakat melalui
musyawarah desa, pengumuman di kantor desa, serta laporan harian via grup
WhatsApp, seperti diungkapkan oleh Bapak Nur Basuki. Mas Habib, dan Bapak
Sutardi. Proses audit bersama bulanon juga dilakukan untuk memastikan
keakuratan data, mendukung kebenaran dan keadilan dalam pengelolaan
keuangan. Namun, transparansi eksternal lerbatas karena tidak adanva publikasi
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digital, seperti melalm situs web atan media sosial. yang membatasi akses
informasi bagl wisstawan stau investor di Juar komunmitas desa. Ketizdaan
laporan keuangan yvang sesuai SAK ETAP juga mengurangi kejelasan dan
kelengkapan informasi untuk keperluan formal.
. Ketersedlaan Dokumen vang Terbatas

Dokumen keuangon terdiri dari catatan harion manual dan laporan
bulanan dalam Excel. disimpan dalom format soft file dan hard file,
sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Nur Basuki dan Mas Habib. Namun,
dokumen ini tidak memenuhi SAK ETAP karena tidak mencakup elemen seperti
neraca atau im-mrs kq;;ﬂ-ﬁﬁl_m.qleh buku panduan atau format
pelaporan resmi. SOP keuangnn tersedia. letapt implementasinya lemah, seperti
Wn uhhﬂuplkﬂlﬂm'li akibat keterbatasan SDM dan pendampingan,
Eﬂmsedlann ringkasan pendapatan bulanan mendukung fransparansi internal,
tetapi kualitas dokumen yang sederhona menghsmbat. akuntabilitas dan
fransparnnsi penuh,
l(njﬁpﬂn dan Kelengkapan Informasl yang Tldntm

Informasi keupngan memiliki kejelosan yang w.kup mmk.jr:upariuan
mnternal, dengan laporan hartan dan bulanan yang disasmpatkan secar terbuka.
ﬁmiﬂmgknpnn informas sangat terbatas kerena laporan hanya mencakup
pmpjuhn dan pengeluaran tanpa elemen Shhmiﬂ'w.uuhnmanual dan
minimnya kompetensi SDM, sebagaimana diungkapkan ofeh Mas Habib,
ﬁ:ﬂn)'ehﬂ,htnn risiko ketidakakuratan data l:huhﬂllﬁlnn dalam menvusun
hmmm]mgmhghambal nknﬁhhi'ﬂtﬂ, dan transparansi untuk
keperfuan formal.
, Keterbakasn Proses gan Kerangka Regulas

Keterbukaan proses ditunjukkan oleh penyampaian laporan harian melalui
grup WhatsApp dan pﬂtemm.i..n Eujanun unlu.’f-. membahas laporan kesangan,
mendukung (ranspoaransi internal yang kuat. Namun, keterbukaan ini terbatas
oleh laporan yang tiduk terstandar dan risiko kesalahan dan pencatatan manual,
SOP keuangan yang ada belum diterapkan secara optimal akibal mimimnya
pengetahuan SDM. sepert: diungkapkan oleh Bapak Sutardi. sehingpa kerangka
regulasi belum efektif menjamin transparansi dan akuntabilitas.
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6. Tantangan Utama

Tantangan utama dalam mencapai akuntabilitas dan transparansi meliputi:
(1) laporan keuangan yang tidak sesuai SAK ETAP, (2) minimnya kompetensi
SDM akuntansi, (3) kurangnya pelatihan dan pendampingan, (4) lemahnya
implementasi SOP keuangan, dan (5} nsiko kesalahan dari pencatatan manual.
Partisipasi masyarakat yang pasif dan ketiadaon pengawasan formal oleh BPD
juga memperlemah akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun
20114 tentang Desa,
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3. Adops] Perangkat Lunak Akuntans]

Pengelola dissrankan untuk beralib dari pencatatan manual ke perangkat
lunak akuntansi sederhana, seperti aplikasi berbasis cloud (misalnya, Wave atau
Accurate Online versi dasar), untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan
mengurangi nsike kesalshan dalsm pencatatan.  Sistem digital juga
mempermudah penyusunan faporan keuangan yang terstandar,

4. Pengoatan Mekanlsme Pengawasan Kenangan

Untuk meningkatkan akuntabilitas, pengelola perlu membentuk tim sudit
masyarakat atau melibatkan Badah Permisyawaratan Desa (BPD) secara aktif
dalam mymhummﬁﬁh}ml memastikan dana dikelola
sesual tufisan dan ma_mm kepercayaun pemangku kepentingan.

5. Peningkatan wmml -

Untuk perluss transparansi kepada pihak cksternal, pengelola
disarankan unmi mémpuhllkmknn ringkasan laporan keuangun melalui
platform digital, seperti situs web resmi Potorone Edupark atau akun media
sosial. Langksh ini akan meningkatkan aksesibilitas informasi bagi wisatawan,

_ calon investor. atau pihak lnin, sekaligus memperkuat citra tata kelola yang baik.
. Mﬂﬂﬂﬂ Penerapan SOPF Keunngan

Pengelols perlu memperkuat penerupan SOP keuangan vang telsh ada
melalui 'pé-iutihﬂn dan pengawasan rutin. Kerjasama dengan BUMDes atau
Pemeﬁnmh desa dapat memastikan SOP drlm el h:qnimn untik
mendukung akuntabilitas dan transparansi.
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